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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Taskmalaya vang memeriksa dan mengadii
+ perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
Putusan perkara ¢erai talzk antara:

YUSUP, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan - tempat kediaman di Perum Laswi Residence D 9
RT.0068 RW. 008 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
ASEP IWAN RISTIAWAN, SH dan HENDARMANA, SH, Advokat
! Penasehat Hukum yang berkantor di JI. Situ Gece Maniis Kota
Taskmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11
Oktober 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1751/Reg KI201E/PA. TmK. tanggal 19 Ckinber 2016, sebagai
Pemohon;
melawan
I . mur 34 tahun, agama lslam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat
kediaman di Perum Laswi Residence D 9 RT.006 Rw. 008
Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,
sebagai Termohon;
Pengadilan Agama terssbut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti  di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober

2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
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tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun uriuk hal itu sudah
diupayakan sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan :

Bertitik tolak dari uraian — uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon

agar kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima

permohonan pemohan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. MengabulkanPermohonanPemohon;

2. ManetapkanMengiiinkanKepadaPemoheon m

UntukMenjatuhkanThalakSatuRa'i - Yang  KeSatuTerhadapTermohon
|
3. MenetapkanBiayaMenurutHukum:

Atau

Memberikanputusan yang seadil-adiinya;

Bahwa dalam perkara aquo. Pemohon telah menguaszkan kepada
kuasa hukum ASEP IWAN RISTIAWAN, SH dan HENDARMANA, SH. Advokat
dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JI. Situ Gede Maniis Kota
Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 20186,
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaota Tasikmalaya
dengan Nomor 1751/Reg. K/2018/PA. Tmk. tanggal 19 Oktober 2016,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tandz Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditelapkan Pemchon diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut retaas Nomor 1580/Pdt.G/2016/PA. Tmk tanggatl 02
Nopember 2016 dan 16 Nopember 2016 yang dibacakan di dalam sidang,
segangkan ilidak ternyata bshwa tidak datangnys itu disebabkan suatu
halangan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon malalui Kuasanya
agar berpikir untuk trdak berceral dengan Termohen, tetapi Kuasa Pemohon
tetap pada dalil-dalil permehonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
salanjutnya dimulzi pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohan;

Bahwa untuk menguatkan dali-dali! permohanan Kuasa Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

a._Fotokopi KTP atzs nama [
I (-cviohor)  Nomor

B :-co2 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomeor @ 588/39/X1/2003 Tanggat 08
Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Bukli surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu cleh Ketua Majelis diberi tanda P.2:

B. Saksi
1. [ . . G2 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Cisalak Blok Z. No. 68 RT 03

RW 16, Kslurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota

Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bshwa, saksi kenal Pemohon dan Termsohan dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termehan menikah pada
06 Desember 2003,
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemochon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
tebih sejak 8 tahun yang lalu, sudah tidak rukun tagi sering terjadi
pertengkaram;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut pernah lihat dan dengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetshui yang menjadi penvebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon
suka dipakai yang tidak benar, oleh karena Pemohon 1 butan kerja
dan 1 bulan libur sehingga apabila Pemohon sedang bekerja
Termohon suka keluar rumah tanpa seifin Pamohon, dan Termohon
mempunyal taki-taki idaman lain seiain Pemohon:

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang
dan sudzh tidak bersatu tagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil:

-  Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemchon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertabankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu |agi sehingga tebih baik bercerai;

2. _umur 39 tahun, agama Islam,

pekerjzan Karyawan Swasta, tempat kedizman di Jatan Stasion No. 48

RT 03 RwW 09, Kelurashan Ciamis, Kecamsatan Ciamis, Kotg

Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan ssbagai

barikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pamohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagal teman dekat;

- Bahwa, saksi mengetshui Pemohon dar Termohon adatah suami
isteri yang sah yang menikah pada 06 Desember 2003;
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Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
felah dikarunizi 2 orang anak ;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisinan dan
pertengkaran sejak pertengahan tahun 2010 yang mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan
lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak pemah bersatu lagi;

Bahwa, perselisihan dan periengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut pernah dengar langsung dan diketahui hal tersebut dari
pengaduan Pemohon;

Bahwa, szksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemchon dan Termohon disebabkan karena karena Pemohaon 1
bulan kerja dan 1 bulan libur sshingga apabila Pemohon sedang
bekerja Termahon suka keluar rumah tanpa seijin Pemohon, dan
Termahon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemahon;
Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil:
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mergkunkarn Pemaohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tstap pada permchonan dan mohon putusan  yang
mengabulkan tuniutan Pemohon;

Selanjuinya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan fujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 11 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Fengadiian Agama Keta Tasikmalaya dengan Nomar
1751/Reg K/2018/PA Tmk. tanggal 19 Oktaber 2018, temyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mabkamah Agung Rl Nomor
B Tabun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, cleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakarn
bahwa Kuasa Pemahon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokat
profasional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintab Nomor @ Tahun
1875, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara versiek:

Menimbang, bahwa cleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadimya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomer 7 Tahun 1988, sebagaimana
telab diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Istam, Majelis Hakim pada setiap kall persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pemnah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
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para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008,

Menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatubkan tanpa hadimya Termchon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena Hu majelis membeban
Femohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohen telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang. bahwa bukti P.1 {Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi buldi tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
mernenuhi syarat formal dan materiil, sarta mempunyal kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskrachi);

Menimbang, babwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup. bemazegefen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjeiaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami isten, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
185 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewifskrachf),

Menimbang, bahwa sesual dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau crang-orang yang dekat dengan suami
isteri ity tentang adanya perselisinan dan periengkaran antara Pemahon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Saksi
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1 Pemohorn sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 2e HIR;

Manimbang, bahwa ksterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon darm Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan ratevan
dengan dalll yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena ity keterangan
saksi tersebut telan memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagal alat bukli:

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemochon, adalah keluarga atau orang dskat
Pamohon dan atauy Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomaor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum islam. Saksi
2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana distur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemahon dan Termohan serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang permah dengar langsung dan diketahui hal
tersebut dari pengaduan Pemohon dan relevan dengan dalll yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena ity keierangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat buid:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocol antara satu dengan vyvang lain oleh karena itu
katerangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pemchon, terbukti fakia kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Psmohon dan Termohon beragama Islam dan Termohan
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmaiaya;

2 Bahwa Pamohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 06 Desember 2003 & Kecamatan Ciawi Kabupaten
Tasikmalaya;
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3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termchon rukun dan
telah dikaruniai 2 orang anak ;

4, Hahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sgjak 8 tahun yvang lalu
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Femohon kepada
Termohon suka dipakat yang tidak benar, oleh karena Pemohan 1 bulan
kerja dan 1 bulan libur sshingga apabila Pemchon sedang bekerja
Termohott suka keluar rumah tanpa seijin Pemohon, dan Termohon
mempunyati laki-laki idaman lain selain Pemohon,

f Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohion
dan Termchon sudah pisah rumah sgjak bulan Oktober 2018 dan selama
itu pula keduanya tidak permah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan
hak dan kewsjibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami
isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pinak keluarga
Femohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termchon dan sudsh ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemochon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemahon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

¥ Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termchon, karena sudah sulit merukenkan Pemohon dan Termohon
dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
tanggs,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

I Bahbwa Pemohon den Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah wuridiksi Pengadilan Agama Kota

. Tasikmalays;

F-)

Hahwa Pemohcn dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang

sah;
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3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudab tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

4 Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil:

5. Bahwa, rumah tangga Femohon dan Termohon telah pecah (marmage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespait);

6. Bahwa alasan perceraian Pemochon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagat berikut:

| Bahwa Pemohon dan Termohon beragama lslam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 83 ayat
{1} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat {1) Peraturan
Femerintah Nomoer 8 Tahun 1975 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, parkara ini merupakan kompetensi retatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

o }

Bahwa Pemohan dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan
belum perah terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona sfandi in fudicio), dan perkara ini

menjadi kompetensi abssiut Pengadilan Agama;

L=

Bahwa rumah tangga Pemcheon dan Termohon sudah tidak rukun dan

tedah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus manarus,
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Disclaimer

0.

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termochon sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi {onfiee! baar tweespalt), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tabun 1874, jo.
Fasal 3 Kampilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Pemohaon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
paca manfaatnya, padahal menclak mafsadat diutamakan daripada
mengharap masiahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

laall la Ao adka sutdall ¢ 50

“Menolak kerusakan lebih didahultkan dari pada mengambif kebalkan'
Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi aiasan perceraian sebagsimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nemor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan
femohon patut untuk dikabulkan;
Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechimafige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang. bahwa selama perkawinan Pemahon dan Termahon telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri {ba'da dukhul), dan berdasarkan

catatan perubahan NTR dalam P.Z2 amtara Pemohon dan Termohon belim

pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohaon yang akan

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan
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Remohon dengan memberi izin kepada Pemahon untuk menjatuhkan talak saty
raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

Menimbang bahwa taiak ra)i merupakan talak yang dijatubkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang MNomor 3
Tahun 208 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
20089 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperimtahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan
Termchon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Fencatat Nikah Kantor
Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ditangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tabhun 2006 dan
perubahan keduz dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Feradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokeknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yvang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohaon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
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satu raj'i ternadap Termohon (RINRIN ROSMALA binti ADE SUJANA) di
depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk
mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 381 000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Safar 1438 Hiiyah, oleh kami Elis Marliani, $.Ag., MH,
sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S.Ag
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Mohammad Ramdani, 8 H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa Pemohon tanpa hadimya Termohon;

Hal ggota

Supian Daelani,

Ag., MH.
Hakim Anggota
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Panitera Pengganti

Mo ad Randani, S.H

Perincian Biaya,
1. Pendaftaran : Rp.  30.000 -
2. Proses ; Rp. 40.000.-
3. Panggilan ; Rp. 300.000.-
4. Redalsi : Rp. 5.000,-
5. materai : Ep. 6.000.-

Jumlah Rp. 3B81.000.-

{tiga ratus delapan puluh satu ribu rupian)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal | . .0 e e

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal: ..o e oo
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